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BAB Il

PENUTUP

A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana diuraikan di
atas, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Pemberian bantuan hukum oleh advokat yang berasal dari luar KUMREM
kepada anggota TNI dalam persidangan perkara pidana di Pengadilan
Militer, dapat dilaksanakan setelah angota TNI mendapatkan izin dari
ANKUM dan PAPERA, serta advokat harus melakukan register dengan
melampirkan surat kuasa dari anggota TNI yang bersangkutan, surat izin
dari ANKUM, surat izin dari PAPERA, Kartu Tanda Advokat (KTA), dan
berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi milik advokat ke Kepaniteraan
Pengadilan Militer.

2. Kendala yang ditemui dalam pemberian bantuan hukum oleh advokat yang
berasal dari luar KUMREM kepada anggota TNI ialah proses permohonan
izin oleh prajurit untuk menggunakan advokat yang berasal dari luar
KUMREM memerlukan waktu yang cukup lama dan tidak selalu disetujui
dan diizinkan oleh ANKUM dan PAPERA. Tidak semua prajurit
mengetahui bahwa mereka bisa menggunakan advokat yang berasal dari
luar KUMREM. Stigma yang berkembang di kalangan advokat bahwa

advokat tidak bisa memberikan bantuan hukum kepada anggota TNI di
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Pengadilan Militer mengakibatkan para advokat enggan untuk membantu
dan mendampingi. anggota TNI. Anggota TNI harus mengeluarkan biaya
yang relatif besar apabila ingin menggunakan advokat yang berasal dari
luar KUMREM.
B. Saran
Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dengan segala keterbatasan
dan kerendahan hati ingin memberikan saran yang sekiranya berguna bagi
semua pihak yakni :

1. Perlunya diadakan sosialisi ataupun penyuluhan baik oleh DENPOM,
ANKUM, dan dinas hukum yang ada disetiap satuan bahwa anggota TNI
bisa menggunakan advokat yang berasal dari luar KUMREM, serta
informasi terkait prosedur yang harus ditempuh, khususnya bagi anggota
TNI yang menghadapi perkara hukum. Perlunya dibentuk POSBAKUM di
lingkungan Peradilan Militer, agar prajurit yang menghadapi perkara
hukum khususnya yang berat dapat lebih mudah untuk mendapatkan
bantuan hukum.

2. Perlunya membentuk suatu aturan hukum mengenai bantuan hukum di
lingkungan TNI yang jelas dan efektif dalam mewujudkan bantuan hukum
yang sesuai dengan hak-hak hukum prajurit, serta merevisi prosedur
permohonan bantuan hukum yang harus dilakukan oleh anggota TNI agar
menjadi lebih mudah tidak memerlukan waktu yang lama dalam
prosesnya. Diharapkan bagi para advokat untuk terus belajar dan

memperbarui ilmu hukum yang dimilikinya, dan semakin menujukkan
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eksistensinya dengan lebih banyak lagi beracara di Pengadilan Militer

untuk membela dan memperjuangkan hak-hak hukum yang dimiliki

anggota TNI.
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